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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tin-
dak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector yaitu:

a. Upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap
masyarakat dan instansi terkait, terutama lembaga-lembaga pembiayaan
yang sering menggunakan jasa Debt Collector untuk menagih hutang.

b. Upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja
sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen
dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa
tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita.

c. Upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pi-
dana yang dilakukan oleh Debt Collector baik dari laporan korban mau-
pun jika didapati sedang melakukan perampasan.

2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Tersebut Sudah Efektif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. Efektifitas upaya yang dilakukan oleh
kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta nampak dari semakin berkurangnya
tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Debt Collector di Daerah

Istimewa Yogyakarta.
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B. Saran

Kepolisian Republik Indonesia khusunya Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan
hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para Debt collector, baik itu
dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih
dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah
untuk menindak lanjuti apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum. Selain
itu hendaknya kepolisian menindak tegas dengan melakukan penegakan hukum
terhadap penagihan hutang atau Debt collector yang berakhir dengan pemerasan

yang meresahkan masyarakat.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

~Jl Jenderal Sudirman No ' Yogyakarta - 55233

Telepon : (0274) 551 136, 55 1275,'I‘;|\ (0274)551137

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Kepada Yth

Nomor ¢ 074/2085/Kesbangpol/2019

! Kepala K isi
Perihal :  Rekomendasi Penelitian pata Kepolisian Daerah DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari :  Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : BY27N

Tanggal : 20 Februari 2019

Perihal . lzin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR” kepada:

Nama : SUNARTO

NiM ;120511081

No.HP/ldentitas : 082137570042/1202011705940001

Prodi/Jurusan : llmu Hukum

Fakultas . Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian . Kepolisian Daerah DIY

Waktu Penelitian ;22 Februari 2019 s.d 1 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

“Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum. s
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Tembusan disampaikan Ke ada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Wakil Dekan | Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta:
3. Yang bersangkutan.



